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NOMOR 4 TAHUN 2012 
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KETERTIBAN UMUM 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAA ESA 

BUPATI BEKASI 

a batwa al.an uparya mewtusk.an ketetiba urumn a 

ketenterarnan fnasyaakat agar tercipta etenterarnaen, 
ketertban dan Kenya0anan, ma.a peflu a0a07ya 
pengaturan di bidang ketertiban ururn yang marpu 
relindungirasyafa.k.at di wilayah Kabopaten Bek.as 

b. bahwa penyelenggaran etertiban rum darn 

etentraman masyarak.at setai Peraturan Perenintah 
Nomor 38 Tahun 2007 tentang embagian Urusan 
peerintahan ant.a% fereint.ah' peerintaha.n 

Daerah peowinsi da perintahen Data.h 

KabuptenKota jucte peratura Daerah Ka.bupart 
Bekasi Nomor 6 faun 2008 tentang Urusan 

Pererintaha Kabupen Sek.aei, net.a 

peyelenggaraan ketertiban dan ketentraran 

masyarak.at roeniadi ururs.a pernerintaha yang wab 
dila.sanak.an 0leh Pernenintah Daerat 

c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1988 tentang 
Kebersihan, Keindahan dan Keterban spa0jag 
pengaturan mengenai etertiban urur sudah tidal 

sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan 
ketentuan peraturan perundang-undan 
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Mengingat 

d. bahwa berdasarkan pertirmbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a, huruf b dan hurut c diat.as 
maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang 
Ketertiban Urrum 

1 asa 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tatu 1945 

2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pemoen;Pan-daerah aopaten atom 

Lingkungan Propinsi Diawa Barat (Berita Negara Tahun 
1950 sebagairana telah diubah dengan Undang­ 
Undang Nomnor 4 shun 1968 t&tang Penbentula 
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan 
Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten 
Dalamn Lingiunga Propinsi Diarwa Barat (Le0oaran 
Negara Republk lndon ia Tahun 196.8 Nomnor 31, 
Tambahan Lembaran Negara Republk Indonesia 
Nomor 2851) 

3. Undang-Undang Nonor 22 Tahun 1954 tentang Undian 
(Lenbata t4eat too , leobaha Lernbera 

Negara Republk Indonesia Noror 263) 

4. Undang-Undang Nomot 9 Tahun 1961 tentang 
Pengurrpulan Lang atau Barang (Lernbaran Negara 
Tahun 1961 Nomnor 214, Tambaban Lembaran Negara 
Republik indor ia Noror 2273) 

5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukur 

Acars Pidaa (Lembaran Negara Republik lndones.ia 

Tahun 1981 N0rot 78, Tarobathan Lerbaran Negara 
Republik Indonesia Nomo 3209') 

6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang 
Perumahan dan Perrukirnan (lmnbaa Ne gara  Tahun 
1992 Namor 32 Tabahan Lembaran Negara Nomor 
3469) 

7 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang 
Perubahan Kitab Undang-Undang Hukurn Pian.a yang 
Beratan dengan Kejahatan dan Kearnanan Negara 
(Lerbaran Negara Republik lindor la Taihun 1999 
Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Norat 3850 

8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang 
Telekomunikasi (Lernbaran Negara Tahun 1999 Namor 
129. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881) 

g. undang-Undang Nornor 39 Tahu 1999 tentang Mak 

Asasi Marusia (Lembaran Negara Republk Indonesia 
Tahu 1999 Noor 165, Tambahan Lemnbare Negara 
Republik Indonesia Nomor 3886) 
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10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 
Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Negara 
Republik Indonesia Nomnor 4235 

ft. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomnor 125, Tambahan 
Lerbaran Negara Republik Indonesia Nornor 4437) 
sebagairan% tel.ah iubah bebrap% kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 121%tun 2008 tetang 
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemenintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republk Indonesia Tahun 2008 Nono 59 
Tarnbahan Lerbaran Negara Republk Indonesia 
Nomor 4844) 

12. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tatu 2004 
Nomor 132, Tarnbaha Leroaran Negara Republk 
Indonesia Nornor 444fl 

13 undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64. Tambahan 
Lemnbaa Negara fepublik Indore Norn0 4441 

14, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang 
Administrasi Kependudukan (Lernbarain Negara 
Republik Indonesia Tahu 2006 Nam0or 124, Tanbahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomnor 4674) 

15.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 20O 
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725) 

16.Udang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 
Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 
Nomor 69 farbahan Lembaran Negara Nornor 4851) 

17.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang 
Keparwrsataan (Lermbaran Negara Tahun 2009 Nomor 
11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4956) 

18.Unda0g-Undang Nomor 1f Tahun 2009 tentang 
Kesejahteraan Sosial ((Lembaran Negara Tahun 2009 
Nomor 12,Tarbahan Lembaran Negara Nornor 4967) 

19.Undang-Undang Nomor 22 Tahu 2009 tentang Lal 

Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaan Negara epub 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 96. Tambatan Lembaran 
Negara Republk Indonesia Nomor 5025) 

20.Undang-Undang Nomnor 25 Tahun 2009 tentang 
Peleyanan Publik (Lernbaran Negate Tehan 20O9 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nornor 

5038) 
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21.U0dang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majeli 
Permusyarwaratan Rakyat, Dewa Perwa.kla Rakyat 
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Penwalilar 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik lndone 
Tahun 20O9 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomnor 5043 

22. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tantang 
Pengegkoan op_ttemtaran eoar 
Republik Indonesia Tahun 2009 lomor 33. Tambahan 
Lembaran Negara Rublik Indonesia Nomneor 498g 

23.Andang-Undang Nomor 36 Tahon 2009 tentang 
Kegehatan (Lembaran Negara Republik llones.ia 
Tahun 2009 No0nor 144 

24.U0dang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembertula Peraturan Perundang-undan 
(Lembaran Negara Republik Indone si a  Tatun 2004 
Nomor 82, Tambahan Lermbaran Negara Republik 
Indonesia Noor 6432) 

25.Peaturan Pererintah Nomor 2 Ta.tun 1983 tentang 
Pereturan Pelaksanaan Kitab Undang-undangllukur 
Acara Pidana (Lermnbaran Negara Republik lndon 

Tatun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3258 

26. Peraturan  emerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
edoman pembinaan dan pengawas.an 
Perryelenggaraa Pernenintaan Daerah (Lernbaran 
Negara Republik lndoneel Tahu 2005 Nomor 165 
Tarn.baha Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593) 

27Persturan Pererintah Nuno 38 1Bun 2007 tetang 

Pernbagian Ursa Pererintahan antata eenerintah 
Pererintaha Daeta.h Provinsi den Permenintah.an 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 207 Ngmor 82. Tambahan Lembaran 
Negara Republk Indonesia Nornor 4737; 

28.Peraturan Pererintah Nuno4 6 Tehun 2010 tentang 
Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan 
Lemnbaran Negara FRo publike  lint  Nome  44  28') 

29.Peraturan Pernenntah Nomnor 16 Taun 2010 tentag 

Pedomnan Penyusunan Peraturan Dewan Pewakila 
Rakyat Daerah tentang Tata Terti Dewan Perwalilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indon «sia 

Tahun 2010 Nomor 22. Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Noenor 5104 

30.Peraturan Menteni Dalam Negeri Noror 54 Tahun 201f 
tentang Prosedur Tetap Satuan Polisi Parnong Praia 

• 



31 Pecaturan Daerah Kabupaten Daerah Tigkat l Belasi 

Narmor 4 Tahun 1988 tentang Ketentuan Urum 
Kebersihan, Keindahan dan Ketertiban Da lam n  Wilayal  

Kabupaten  Dati  II Bekasi 

32 Peraturan Daerah Kabupaten Bek.asi Noor 10 Tahun 
2002 tentang Perubahan Yang Keemnpat Kali At.as 

Peraturan daer ah  Kabupater Di rah Tingkat IM Belasi 
Nomr 17/4K.9D/TB 013.111/1984 tentang Larangan 
Perbuatan Tuna Susila, Seni C Tahun 2002; 

33.Peraturan Daerah Kabupaten Bearsi Noror $ Tahun 
2008 tentang Urus.an Pemerintahan Kabupaten Belcasi 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 
Nomor 6), 

34Peraturan Daerah Kabbupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 
20O9 tentang  Pembentuan Peraturan Daer ah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 

Nomor 2) 

35.Peraturan Daerah Kabupaten Belasi Nono 7 Tahun 

209 tentag Organisasi Peranglat Daerah Kabupaten 
Bekassi (Lerbaran Dae rah Kabupaten Bekasi Tahun 

2009 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan 
eraturan D rah Kabupaten Bekasi Nomor 4 Tahun 
201f tentang Perubahan atas Peraturan Dae rah Nornor 
7lahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daer at 

Kabupaten Bekasi, 

36.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 
201 tentany Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daeraeh Tahun 2005-2025 (Lemnbarain Darerah 
Kabupaten Bekasi Tahun 2010 Nomor 3) 

37 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomgr 14 Tahun 
2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilaryah 
Kabopaten Belkasi Tahun 2011.2031 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Bela Tahun 2011 Nomor 14 

38.Peraturan Daerah Kabupaten Belcasi Norat Tahun 
2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi 
ependuu.an (Lerbaan Daerah Kabop@ten Bek.as 
Tahun 2011 Nomor 7) 

39.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 12 Tahun 
201ftentang Rencana Tata Ruang Wile ah Kabupaten 
Bekasi Tahon 2011 2031 (Lembara Daerah 
Kabupaten Be-.as4 Tahu 2011 N00nor 12 

40.Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 13 Tahun 
2011 tentang Pembinaan asat Tradisional dan Tok 
Modem 

41 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 14 Tahun 
2011 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 



Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BEKASI 

BUPATT BEKASL 

MEMU TUSKAN 

Menetapk.an PERATURAN DAERAH TENTANG KETERTIBAN UMUM 

KETENTUAN UMUM 

Pasal f 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimnaksud dengan 

f Daerah adalah Kabpaten Belasi 

2 Pemerintah Daerah ada lah  Pererintah Kabupaten Bek.as 

4 Satuan kerja perangkat daerah yang selanjutrya disebut $KPD adalan SKPD i 

lingkungan Permerintah Daerah 

5. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpot PP adalah SKPD 
di lingkungan Pemneintah K abu p te  Beksi yang merpuryai tugas polok da 

fungsi di bidang ketertiban urnumn dan penegakan peraturan daerah/peratura 
kepala daerah 

6. Kepala Satuan adalah Kepala Satpot PP Kabupaten Belasi 

7 Ketertiban Umum adalah suatu keadaan dirnana emenintah Daerah dan 
masyarakat dapat melakuk.an kegiatan secara tentramn, tertib, teratur dan 
nyaman 

8 Pengawasan adalah segenap kegiat.an untu meyalink.an dan ea07in bah'wa 
tugas/pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana yang telah dietapkan, 
ebijaksanaan yang teah digarisk.an da perintah (atur an) yang diberika 

9 Pem bin a a n  aal.ah 9iatan a79itau.k.an scaraberdarya gunaan betas 

guna demi tercipta0ya ktertiban urTuT 

10 Jalan adalah prasarana transportasi darat yang m hip ut  segala Dagan1 $ala01 

termasuk bangunan pelengkap darn perengkapannya yang diperuntuken bag 
lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, dibawah permukaan tanah 
darn/atau air, serta diatas permukaan air. 

11 Kendaraan Umur adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk 
diperguakan oleh umum denan dipungutbaya.ran 
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12. Jalur liau adalah setiap jalur yang terbuka sesuai rencana kola yang 
peruntuk.an penataa dan pengawas.ya dilakeuka oleh pererint.ah daerah 

13 Taman adalah seoidang tanah yang merupakan Dagan dan ruang terbuka hijau 
kota yang mempunyai fungsi tertentu, ditata dengan serasi, lestari dengan 
menggunakan material taman, maternal buatan, dan unsur-unsur alarn dan 
mampu meniadr area peyerapan air 

14 f%man Pekarnan Lrnurn adaa la h  loksi untuk  rhengubur  jn.ah  may.aak.at  
umum yang berada dibawah pengurus.an dan pengelolaa Peenerintah 
Kabupaten Bekasi termasuk yang pengurusarnya bekerja sama dengan 
masyarakat setempat 

15 Tepat-ternpat Lrrurn adalah saran yang diselengg.aka oleh Pereida.h 

swas.ta atau perseorangan yang digunakan untuk kegiatan bagi masyarak.at 
termasuk didalamrya adalah serua gedung-gedung perkantoran milik 
Pererintah dan Pererintah Daerah, gedung-gedung perkantoran ururm, mall 
dan pus.at perbelanjaan 

16. Badan adalah perseroan terbatas, perseroan komanditer, badan usaha milik 

Negara atau daerah, dengan nata dan bentuk apa pun, persekutuan, firma 

kongsi, perkumpulan, koperasi yaryasan atau lerbaga dan bentuk usaha tetap 

17 pedagang kaki lirna atau pedagang kreatif lapangan yang selanjutnya dis.ebut 
PKL adalah setiap orang yang melakukan kegiata us.aha perdagangan dan jasa 
yang menempati tempat-ternpat prasarana kota dan fas.ilit.as urum baik yang 
mendapat ijin dan atau tidak mendapat ljin di emerintah Daerah sepert 
badan jalan, trotoat, salura air, jalur hiau, taran, bawah jembatan, jernbatan 
penyebrangan dan lain sebag9ai0ya 

18 Penyandan Mas.atah Kesejahteraan Sosial (P4KS) alalah s orang atau 
kelompok yang tidal dapat mnelasaakan fungi sos.ialnya see0ara wajar, at.a 
kelornpok yang mis.kin, terpencil, rentansosial ekonomni 

19. Asusila adalah perbuatan tidak bailk yang mengganggu ketertibar umurm, antara 
lain prostitusi, pornoaksi, perjudian, minumnan keras, penyalah gunaan obat-obat 
terlarang dan narkotik.a 

20. Parkit adalah tepat pemberhenian endaraa beTOor an tern.pet untuk 
menurunkan serta menaikkan orang atau barang yang bergifat tidak segera 

21. Terminal bayangan adalah lokasi pada daerah milk jalan yang dimantaatkan 
untuk melaksanak.an sebagai fungsi terminal oleh orang poibadi ata bada 
tan1pa iain dati pererintah t 

22. Hi buran  adalah segala mnacar at.au jenis keramaan, pertunjuk.an, permainan 

aau s0gala bentuk us.ah.%a yang dapat inikrnati oleh' set.ia 0tag dngar nan.%a 

dan dalarn bentuk apapun, dirnaa untuk men0nt.on $ta hen.km.ati.a art.a 
mempergunakan fas.iltas yang disediakan baik dengan dipungut bayaran 
maupun tidak dipungut bayaran 

23. Perinan adalah pembenia leg.alt.as ep8a orag atau pelaku us.aha/egiat.an 

tertentu, bail dalam bentuk iin maupun tanda dafar us.ah.%a 



24 Pencemaran adalah akbat pembusutan, pendebuan, pembuangan sisasisa 
pengolahan dari pabnik, $ampah, minyak, atau asap akibat dari pembakaran 
segala macamn bahan kirig yang dapat menimbulk.an kerusakan dan berdarnpak 
buruk terhadap lingkungan kesehatan urum dan kehidupan hewan ataupun 
nabati 

• 

25. Keadaan Darurat adalah suatu keadaa ya"g_""Mehabkan baik orang maupun 
badan dapat melaku.an tindaka ta0pa merinta in kepada p eja b at  yang  
berwenang untuk melakuan penoegahan, penangarain darn penelarnatan1 ala$ 

bahaya yang mengancam ieselamatan jiwa rnarusia 

26. Penyidik Pegawai Negeni Sioil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejgbat 

Pegawait N~gent Sipi terentu yang aiten wewerang dan kew, "" 
melakukan penryidik.an terhadap pelanggar Pesturan Daerah 

27 Sarana sosial adalah fasitars yang dibutuhk.an mas yarakat dalam lingkungan 
permukiman, antara lain pendidikan, kesehatan, pus.at perbelanijaan dan niage 
pemerintahan dan pelayanan ururn, peribad3tan. rekreasi dan kebuda yaan 
olah raga de lapanga tetbu a pernakarnaen ururn 

28. Sarana Lrum adalah bangunan-bangun yang dibutuhkan dalarn sister 
pelayanan lingkungen antara lain jalan, jaringan air bersih, janingan lirs.trik, 
janingan gars, jaring.an telepon, terminal angkutan/burs, shelter, 
kebersihan/pembu9a0 $807pa.h, dain peradamn keba.aran 

29. Kepentingan dinars adalah kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan 
pemerintahan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya 

30. Permukiman adalah bagian dani ingungan hidup di luar kawas.an.a lindung, 
batik yang berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan yang bertungsi 
sebagai lingungan tempat tinggal atau lingungan hunian dan tempat kegiatan 
yang mendukung perikehidupan dan penghidupan 

TERTIB JALAN DAN ANGKUTAN JALAN 

Tertib Jalan 

asal 2 

(1) Setiap pejalan kaki wajib borjalan di tempat yang telah ditentukar sesuai dengan 
ketentua peraturan perundang-undangan 

2) Setiap orang yang akan menyeberang jalan wait menggunakan saran.a 
jembatan peryeberangan atau rambu peryeberangan/z cross yang telah 
disediaan 

(3) Setiap orang yang akan kendaraan umum wajib 
menunggu di halte atau tempat pemberhentian yang telah ditetapk.an 
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(4) Setiap pengemudi kendaraan umum wajib menunggu, menaikkan dan/atau 
menurunkan orang dan/atau barang pada terpat pemberhentian yang telah 
dirtentu#an 

(5) Setiap kendaraan umnum harus berjalan pada setiap ruas jalan yang telah 
ditetapan 

(6) Setiap orang atau badan dilarang membuat rakit, keramba, dan angkutan 
penyeberang lainnya di sepa0jag jalur ken,daraan1 00urn Sunga/water wary 

Kecuali dengan iin Bupat aa pejabat yang ditunyuk, sebap orang at bade 

dilara0g 

a. menutup jalan 
b. mermbuat at.au 01enasag portal 

c. membuat atau memasang tanggul jalan, 

d. membuat atau memasang pint penutup jalan 

e. membuat memasang, merindahkan atau mnemnbuat tidak berfungsi farmnbu­ 
rambu lalu lintas 

f meutup terobosan atau put.arr an jaan, 

g mermnbongar trotoat dan mer8sang alr peni ah, farnbu-rarnbu laliu lint.a 

pula-pulau jalan dan sejenisnya 

h. membongkar, memotong, merusak atau membuat tidak bertungsi pagar 
pengamanan jalan, 
menggun.aka bahu gala (trottoa) bide.k sesuai dengan fungsinya 

I melakukan per buatar-perbuatan ya.g 0apat beralibat merusake sebagian atau 
seluruh bad.an jalan dan mernbahayakan keselamatan lalu lint.as, 

k. menempatan bena da/atau barang be.as pada tep-tepi jaan nary.a da1 jala­ 
ala.n ururm di ling8ung.an permuiman 

Setiap orang atau badan dilarang 

a. mengangkut bahan berdebu dan bahar berbau busuk dengan menggunak.an 
alat angkutan yang terbuka 

b. mengangut Dahan berbaharya dan beracun, baha ya09 mnuda.h terbak.at, 
dan/atau baha peledak derng.an menggunal.an alart angkuta yang terbu 

c. melakukan galian, urug.an, pematangan lahan (cut and field) dan 
menyelenggarakan angkutan tanah tanpa iin Bupati atau Pejabat yang 
ditunjuk 

Pasal 5 

Setiap 0rang @tau baden ila0a0g memanfaati.an fuan terbula di barwah jerbart.an 
atau jalan layang kecuali mendapat iwin dan Bupati 
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(1) Setiap orang atau sekelompok orang yang tidak memiliki kewenangan dilarang 
melakukan pengaturn lal lints pad persirnipang.a. jala, tilung.an a 
put.aran jala den1gan maksud mendapatan irmnbalan jars.a 

(2) Setiap orang atau sekelompok orang yang bidak mem ilk i  kewenangan  dilarang 
melakukan pungutan uang terhadap kendaraan umum maupun angkutan 
barang 

Setiap pengendara endaraa bemotor dilarang meburyik.an lakson dan wab 
meoguraogi keopatan enderaa""Ph waktu melitarsi tempat ibatah selama 
badah belangsung, an lerbaga pendidik.an seta rurah salt 

Pasal 8 

(1) Setiap kendaraan urum hat'us menyediakan tern.pat samp%ah di dalemn 
kendaraan 

(2) Setiap orang yang menumpang kendaraan umum dilarang 

a. membuang sampah 
b. membuang kotoran penmen karet, 

c meluah 
d. Merokok 

Setiap orang atau baden dilarang memungut uang parkir di jala-jala ataupun di 

tempat-temoat urum, kecuali mendapat izin dani Bupati atau pejabat yang ditunijuk 

sat 10 

(1) Setiap orang wajib memarkir kendaraan di tempat yang telah ditentukan 

(2) Setiap orang atau badan dilarang menyelenggaraka dan/atau mengatur 
perparkiran tanpa izin Bupati atau pejabat yang ditunijuk 

BAB I 

TERI8 JALUR HIJAU, TAMAN DAN TEMPAT UMUM 

Pas4 ff 

Setiap orang atau baden dilarang 

a. memasuki atau berada dijalur hiau atau tarna yang buk.an untuk urur 

b. melakukan perbuatan atau bindak.an den9an1 alas.a01 a0a.pun ya.g dapat me00$.al 

0agar, jalur hijau, atau taman, beserta kelengiapannya 

c. bererpat tingal jalur hr, tarrnain darn tempat -ternpat urnun 



d menyalahgunakan atar mengalihk.an fungsi jalur hiau, taman dan temp.at 
tempat uturn; 

e. berdiri da/atau duduk pada sandaran jembatan dan pagar sepanjang jalan, jalur 
hijau, ta0nan da temp.art-temoat ururn 

f melompati, atau menerobos sandaran jembatan ata pagar $epa0iang jala 
jalur hijaru, taman dan temoat-tempat urraurm 

g merotong. menebang pohon ata tanarnain yang turnbuh di sepanjang galan 
jalur hijau an ta7an 

h berjongkok dan berdint di atas bangku taman serta memnbuang sisa penmen karet 
pada bang#u taran 

BAB V 

TERTIB SUNGAI, SALURAN, KOLAM DAN KELAUTAN 

Bagian Kesatu 

Tertit Sungai 

Pasal 12 

Kecuali dengan izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk setiap orang atau badan 
dilarang 

a. membangun ternpat hunian/em.pat ting9al atau ternpat usaa di at.ars saluran 
sungai dan bataran ungal serta di dalan awasa situ; 

memasang/menempatkan kabel atau pipa di bawah atau melintasi saluran 
sun9gai serta di dalam kawas.an S/tu 

Tetib Kolarn 

Pas.al 13 

(1) Setiap 0rang dilarang mandi, membersihk.an anggota badan, mercuci pakavian, 
endaraan atau bendabenda dan/atau mermandikan hewan di kola-kola 

kelengkapan keiaha kota 

(2) Setiap orang dilarang mengambit air dari air mancur, kolam-kolam kelengkapan 
keindahan kota dan tempat lainnya yang sejenis kecuali apabila hal ini 

dilaksanakan oleh petugas untuk kepentingan dinas 

(3) Setiap orang dilarang mernanfaatkan air sungai untuke kepentingan us.aha 
kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang ditunijuk 

11 



Setiap orang ala baa dilarag mengabit, merrindahka at.a mer0rs.a.k tutup go 

$el0kan atau saluran lainnrya serta oponen bangunan peiengkap jalan, kecualii 
dilakukan oleh petugas untuk kepentingan dines 

Bagian Keempat 

Tertib Kelautan 

Pasal 15 

(1) Setiap orang atau badan dilarang mena0gap ikan dan hast laut lainnya denga 
menggunak.an bahan p l dak atau baban/alat yang dapat merusak kelestarian 
ingkungan di perairan sungai dan lepas pantai 

(2) Setiap orang atau badan dilarang mengarboil terumbu karang yang dapat 
erusak elestarian1 lingku09an biota lauut di perairan lepas patali. 

(3) Setiap orang atau badan dilarang mermbuang sampah, limbah bahan berbahaya 
dan beracun ke saluran permukimnan, sungai dan laut sebatars 4 (erpat') rid Laut 

BAB V 

TERTIB LINGKUNGAN 

asat 16 

(1) Setiap orang atau badan dilarang menangkap, mermelihara, memburu 
memperdagangkan atau membunuh hewan tertentu yang jenisnya ditetapk.an 
an dindurigi oleh ketenuan peratuan pruoodagoodag.a 

(2) Setiap perilik binatang peliharaan wajib menjaga hewan peliharaannya untu 
tidak berkeliaran di lingkungan permukiman, pertamanan, dan perantoran 

Pas$7 

Setiap orang atau badan dlarang merusak hutan mangrove 

Pas 18 

Setiap 0rang atau baan diarang 

a. membuat, meniual darn meniopan petas.an dan sejensnya 

b. membunyikan petars.an dan sejenisnya kecuali atas in Bupati atau Peiabat yang 
ditunijuk 



Pasal 19 

Setiap orang atau badan dilarang merrbangun dan/atau bertempat ting9al di pinggit 
dan di bawah jalan layang rel kereta api, di bawah jemnbatan tol, jalur hiju, taman 
dan tempat umun 

Pasal 20 

ecual atas lzin Bupati atau pejabat yang ditunjuk setiap orang atau badan dilarang 

a. mencoret-coret, menulirs, melukis, menempel iklan di dinding atau di tembok, 
jembatan lint.as, jemnbatan penyeberargan orang, halt.e, tiang listnik, pohon, 
kendaraan urumn dasarana urnurn lainn.a 

b. membuang dan menurpuk samnpath di jala, jalur hiju, ta7an, Sugai an 

tempat-temnpat lain yang dapat merusak keincahan dan kebersihan lingkungan 

Pasal 21 

(1) Setiap pen9ambilan air permukaan dan air tanah untuk keperluan air minur 
komersial, industri, peternakan dan pertanian, inigrasi, pertambangan dan untuk 
epentiooan laiya yvano a""""rsit haya depat ditoksanal tetan 
mendapat iin Bupati atau dan pejabat yang dituruk 

(2) Jenis lzin sebagairana dimnaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuaan 
peraturan perundang-Uranga 

TERTIB TEMPAT DAN USAHA TERTENTU 

(1) Setiap orang atau badan yang dalam melakukan kegiatan usahanya 
menimbulkan dampak terhadap lingkungan wajib merilki tzin 

(2) Jenis lain sebag.airman%a dirak.sud pada aryat (1) ditetapk.an sesuai eteotuan 

peraturan perundang-undangan 

Pasal 23 

Setap 0rang alau badan dilarang berdagang, berus.aha di bagt jaltrotoar hale 
jembatan penyeberangan orang dan tempat tempat untuk kepentingan umum lainnya 

Pasal 24 

(1) Bupati dapat tempat-temnpat yang ditentukan 
sebagairmnana dimnaksud dalam Paa4 23 gebagai terpat usaha KL 

(2) Setiap KL yang menggunakan tempat-termnpat sebagaimana dimaksud pad.a 
ayat (1)harus bertanggung jawab terhadap ketertban, kebersihan dan menjaga 
kesehatan lingkungan serta keindahan di sekitar tempat yang bersangutan 

• 



Pasal 25 

Setiap orang/badan dilarang melakukan us.aha pengurpulan, penamnpungan, 
penyaluran tenaga kerja atau pengasuh tanpa iin dani Bupat atau pejabat yang 
ditunijuk. « 

Pasal 26 

Setiap orang atau badan dilarang melakukan usaha dan mendidikan temnpat kegiatan 
usaha yang menimbulkan penceraran serta mengaggu ketertiban ururn 

TERTI9 BANGUNAN 

Paa 27 

Kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang ditunjuk setiap orang atau badan didarang 

a mendirikan bangunan at.au bend.a lain yang mnenjuang, menaan atau 
membiaria, turn.buh pohon at turn.bu-turn.bu lin di darn kawas.a 
Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTETy pada radius sesuai derngan 
etentuan yang ditetapk.a 

b. mendirikan bangunan pada ruang milik jalan, ruang milik sung4i, ruang milike situ 
taman dan jalur hijau, 

c. mendini.an bangunan di pingqir rel kareta api dan di bawah jerbatan ereta api 

d Mendinikan bangunan, mengalih fungsikan dan memanfaatk.an sarana fasittas 
sosial (fasos) dan fasilirtas umum (fasum) 

Pasal 28 

(f) Setiap orang atau badan dilarang merbangun menara/tower komunikasi, 
kecuali mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk 

(2) Peritik/pengelola menaratower Koruni.ars wa.jb menjarnin ear0.a00%an d.an 

keselamnatan dari bebagai kernunginan yang dapart remnbaharya.an dan/ata 
merugikan orang lain darn/atau badan darn/atau fungsi menara/tower korunikasi 

tersebut 

Setiap orang atau badan pemilk bangunan atau rumah agar: 

a memelihara pagar pekarangan dan memotong pagar hidup yang berbatas.an 
dengan jalan 

b. Membuang bagian dani pohon, semak-semak dan tumbuh-turnbuha yang dapat 
mengganggu kearmnaran dan/atau ketertiban, 

c merelihara dan mencegah pengerusakan bahu jalan atau trotoar 



BAB VIII 

TERTI8 SOSIAL 

Pasal 30 

Setiap orang atau badan dilarang merinta bantuan atau surnbangan yang dilakukan 
secafa sehini-sendini da/atau bersaha-sa.a d jala, pars.at, endaraan 0Torn, 

lingkungan perukiran. rumah sakit, sekolah, kantor, Sadan Lg.he 
supermarket/Mall, rurah ma.kan, stasun, terminal, stasiun pengrsan baha  ururn 
(SPBU) dan stasiun pengisian bahan bakar elpij (SP8E), tempat hiburan dan hotel 
kecuali atars lzin Bupati atau pejabat yang ditunjuk 

as.al 31 

Setiap orang dilarang 

a. menjadi gelandangan, pen9eris, pen9amen, darn a.ak jalanai 
b. menyuruh orang lain untuk menjadi gelandangan1, pen9eris, pen9ga0en dan 

anak jalanan 
membeni bantuan atau sumbangan baik sebagai pribadi atau kelompok kepada 
gelandangan, pengeris. pengamen, dan anak jalanan pada tempat-tern.pat 
umurn 

Pasal 32 

(2) Terhadap perbuatan asusila sebagaimana di maksad dengan ayat (1) dikenaka 

sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundangan yang berial 
Peraturan Daerah Kabupaten Bekssi yang mengatur mengenai perbuatan 
a8usila 

Pasal 33 

Setiap orang atau badarn itarang menyedial.an termnpat darn meyelenggaura.a 
segala bentuk unhian dengain memberik.an hadiah dalan bentuk apapun keCualii 

mendapat izin dani Bupati atau pejabat yang drtuniuk sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan 

8AB DX 

TERTI8 SARANA PELAYANAN KESEHATAN 

Kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang dituniuk, setiap orang atau badan dilarang 

a menyelenggarakan dan/atau melakuk.an praktek pengobatan tradision.al 
b. menyelenggarakan da/atau elakuk.an pratek pen90bat.an ebat0a, 

c. membuat, meraci, meyimoan da menioa 0bat-0bat legal a0/art.a 0bat 

palsu 



BAB X 

TEMP AT HIBURAN DAN KERAMAIAN 

Pasal 35 

Kecuali atas izin Bupati atau pejabat yang drtunijuk setiap orang atau badan dilarang 

a menyelenggatake tern.pat usaha hibug 

b. mnenyelenggarakankearn.ain urre 

c. Mmenyelenggarakan perainan ketangkarsan yang bers.fat Komersial di 

hngkungan permukiman 

BAB XI 

TERTIB PERAN SERTA MASYARAKAT 

Setiap orang atau badan dilarang menempatkan atau memasang lambang, simbol 
bendera, spanduk, umbul-umbul, maupun atnibut-atribut lainnya pada pagar pemisah 
jembatan, pagar pemisah jalan, jalan, jembatan penyeberangan, halte terminal 
taman, tiany listrike la ternpat ururn lain0ya, keul ata iiin Bu.ati at p0 ja b.at  
yang ditunjuk 

Pasal 37 

Setiap orang atau badan ditarang 

a. merusak prasarana dan sarana umum pada waktu berlangsungnya 
penyampaian pendapat, unjuk rasa dan/atau pengerahan massa 

b. membuang benda-benda dan/atau sarana yang digunakan pada waktu 
penyamnpian pendapat unjuk ras.a, rapat-rap.at ururn da penga.ha mes. 
di jalan, jalur hijau, dan tepart ururn lainnya 

Pesa! 38 

Setap orang atau badan yang menjadi pengelola/perit rumah bangunan/gedung 

wab mema.sag bendera nars.ion.al merah putih pad.a pengatan hai bes.at nars.i0.al 
pada waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku 

Pasal 39 

Setiap orang yang bertempat tinggal dan menetap di wilaryah Kabupaten Bekas 

wab memiliki administrasi kependuduk.an sesuai ketentuan peraturan perundang­ 
undangan 



(1) Setiap orang yang berkunjung atau bertamu lebih dani 124 (satu kal dua puluh 
empat) jam wajib melapork.an dii kepada ketua FRukun Tetangga (RT) setempat 

BAB XI 

PENERR TIBAN DAN PENEGAKAN 

Pasal 41 

(1) Penertiban tan peegakan temhaP""relengoaraan etertitan mom 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah iri dilaksaoak.an oleeh Sat.pol pp 
dengan berpedoran pada ketentuan peraturan perundange-0nan 

(2) Penertiban dan penegakan sebagaimana dirnaksud ayat () berupa 

a peningatan bail lisan maupun tertuis 
b penyelidikan dan pernyidikan 
c penindakan, 
d. operasi penertiban 

BAB XIE 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Pasal 42 

(1 Satpot Pp berkewajban mnenyelen9garakn perbinaan ketertiban ururn dalam 

wilayah daerah 

(2) Dalam ponyolong9aroan perbinaan sebagairaa dirnalsud paa aryat ( )  

Satpot  PP  mengoordinasikan pembinaan ketertiban urum dengan SKPD dan 
instansi terkait di daerah 

(3) Pembinaan penyelengqgaraan ketertiban ururn di daerah dilakukan antara lain 
melalui kegiatan 

a sosialisasi produk hukum; 
b burnbingan, penyuluhan kepada mas yarakat dan ap@rat dan 
c. birnbingan teknis epada apar at dan pejabat peragk.at daera.h 

Pasal 43 

(1) Satpot pp pelakukan pengawasan terhadap penyelengaraan ketertiban ururm 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Dara ini 

(2) Peng@wars.an dilakuk.an melalui kegiatan pernartauan, pelaporain darn evaluars 



PERAN SERTA MASYARAKAT 

asal 44 

(1) Masyarakat berhak dan bertanggung jawab untuke berperan sorta dale 
menciptakan ketertiban umur 

(2) Wujud peran serta masyarakat dapat berupa ewaijban untuk mnelaporle 
epada Satpol PP, apabila melihat, mengeta.hui, meerukan at medug.a 
tenadiya perpuata yang fnela-gar ketertibe trrun, hues reeleporka 
kepada petugas yang berwenang 

(3) Setiap orang atau badan yang melaporkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
berhak mendapatin pertindungan hukurn sesuai dengan ketentuan petundag­ 
undangan 

(4) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menindallanjuti an 

memproses secara hukum terhadap laporan yang disamnpakan oleh orang atau 
badan 

PENYIDIKAN 

pas.al 45 

(1) Penyidik Pegawai Negeni Sipil (PPNS} di lingkungan Permerintah Daerah dibent 
kewenangan khusus untuk melakukar, penyidikan atas tindak pitan 
pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ¥ 

(2) Dalam melaksanakan tugas operasional perryidikan sesuai dengan bidagya 
Pejabat Peryidik Pegawai Negeri Sipit (PNS) di lingkungan organi asi 

perangkat daerah wajib berkoordinasi dengan Satpo4 pp 

(3) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para pejabat PNS sebagaima 
dimaksud pada ayat (2 berwenang. 

a menenima lap0ran at pengaduan dai ses0rang tentang a0a0ya tindak 
pidana 

b. melakukan tindakan pertarmna pada saat itu dirtemnpat k eija dian  den  
melakukan permeriksaan 

c. menyuruth bethenti seorang tersangia dan mermeniksa tanda pengenal diri 
tersangka 

d melakutan penyitaan bend.a at.a Surat 
e. mengarbil sidike jari dan memotret orang lair/seseorang 
f memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau 

saksi, 
g. mendatangkan orang ahli yang dipertuka dalam hubungannya denga 

pemeriksaan perkaa 



h mengadakan penghentian peryidkan setelah mendapat petunijuk bahwa 
tidak terdapat cukup bult atar peristrwa tersebut buka merupal.an tindake 
pidana dan selanjutnya memberitahukc.an hal tersebut kepad.a penntut 

umum, tersangka atau keluarganya 
mengadakan tindakan lain merurut hukumn yang dapat 
dipertanggungiawbk 

KETENTUAN PIDANA 

asat 46 

(1) elanggaran terhadap ketentuan sebagainane diatur d alar n  Peraturan  Darat 
ni dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam} bulan atau denda 
paling baryak sebesar R 0,000.000,00 (imna puluh jut.a rupi 

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adelah pelanggaran 

(3) Dalam hal pelanggaran terhadap etentuan sebargaionaa dirak.sud pad.a arya.t 
(2) oleh undang-undang dinyatakan sebagaii pelanggaain atau kejahatan, maka 
dipidana sesuai ketentuan undang-undang yang beriaku. 

KETENTUAN PERALINAN 

Pasal 47 

Serua kebijakan darerah yang berkaitan den9.an pen7yelenggar aan1 ketertiban ufrT 

yang ditetapkan sebelurn ditetapkanna Peratuna Daerah ini dinyatakan tetap 
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini 

BAB XVII 

KETENTUAN PENLTUP 

ada saat Peraturan Daerah ini mulai beriaku, male Perarturan Daerah Kabopaten 
Beksi Nomor 04 Tahun 1988 tentang Ketentuan Urumn Kebersihen, Keindahan dan 
Ketertiban (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 1988 Nomor 1 seni c), 
sepa0yang mengatur mengenai etertiban dicabut dan dinyatalk.an tidak belaku 

Pesa! 49 

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepa0yang yang menyangkut 
teknss pelalsa01aa0ya a.k.an diatr lebih lanyut oleh Bupa 



PAsal 50 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangk.an 

Agar setiap orang mengetahuinya, memenintahkan pengundangan Peraturan Daerah 
ini dengan penempatannya dalamn erbaran Daerah Kabupaten Bekas.i 

Ditetapkan di Cikorang Pusat 
pada tanggal 27 Agustus 2012 

BUPATI BEKAS 

T1d 

NENENG HASANAH YASIN 

Diundangkan di Cikarang Pus.at 

pada tanggal 27 Agustus 2012 

SEKRE TARIS DAERAH KABUPATEN BEKAS, 

' MD 
H. DADANG u~ wdi 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2012 NOMOR 4 


